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Arah Kebijakan 
Rencana Perlindungan dan Pengelololaan Ekosistem Gambut 

(RPPEG) Untuk Pembangunan Daerah

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINKGUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
16 Oktober 2024

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


PP 71 Tahun 2014 j.o. PP 57 

Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem 

Gambut.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor 

P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2

019 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Penetapan dan Perubahan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut.

PERATURAN MENTERI LHK

Keputusan Menteri LHK 

Nomor 

SK.246/Menlhk/Setjen/KUM.1/

6/ 2020 tentang Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut Nasional.

KEPUTUSAN MENTERI LHK

DASAR KEBIJAKAN

http://pkgppkl.menlhk.go.id/Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan



Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia
No: 600.11.1/3048/Bangda, Tanggal 3 Mei 2023 

perihal Penyusunan RPPEG

• Menyusun Dok. RPPEG

• Melakukan Pembinaan, 
Pengawasan dan 
Melaksanakan Program 
PPEG

• Melaporkan 
perkembangan 
penetapan RPPEG



SURAT EDARAN MENTERI LHK NOMOR: SE.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 
TENTANG RPJMD BERAWAWASAN LINGKUNGAN  (EKOSISTEM GAMBUT) KEPADA GUBERNUR, BUPATI-WALIKOTA

• Melakukan integrasi 
RPPEG pada RPJMD

• Merencanakan Program 
dan Kegiatan 
Penyusunan RPPEG

• Merencanakan Program 
dan Kegiatan 
Pembangunan di 
Ekosistem Gambut





http://pkgppkl.menlhk.go.id/Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan

PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN RPPEG (P.60 TAHUN 2019)









Kementerian LHK RI

Direktorat Pengendalian 

Kerusakan Gambut
Wujudkan Gambut Lestari http://pkgppkl.menlhk.go.id/

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Proses Kolaborasi penyusunan RPPEG, Ansell and Gash (2007) Pemangku Kepentingan Kolaborasi penyusunan RPPEG 

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT



http://pkgppkl.menlhk.go.id/Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPEG (P.60 TAHUN 2019)

Keputusan Menteri LHK Nomor: 

SK.960/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2021 

tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penerbitan Rekomendasi Teknis RPPEG 

Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Dirjen 

PPKL.



http://pkgppkl.menlhk.go.id/Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan

PERUBAHAN RPPEG (P.60 TAHUN 2019)



http://pkgppkl.menlhk.go.id/Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan

KETENTUAN LAIN (P.60 TAHUN 2020)

Gubernur menetapkan RPPEG 

provinsi paling lambat 2 (dua) 

tahun sejak RPPEG nasional 

ditetapkan.

Penetapan RPPEG Provinsi

01
Bupati/wali kota menetapkan 

RPPEG kabupaten/kota paling 

lambat 2 (dua) tahun sejak RPPEG 

provinsi ditetapkan.

Penetapan RPPEG 

Kabupaten/Kota02

❑ RPPEG berlaku selama 30 (tiga

puluh) tahun sejak tanggal

ditetapkan.

❑ RPPEG ditinjau kembali dan/atau

diperbarui setiap 5 (lima) tahun 

sekali.

Masa berlaku dan Peninjauan 

Kembali03
Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN), Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD), dan sumber 

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan

Pembiayaan Penyusunan 

RPPEG04



MUATAN RPPEG

A. RENCANA PEMANFAATAN EKOSISTEM GAMBUT

A.1. Pemanfaatan Fungsi Lindung
A.2. Pemanfaatan Fungsi Budidaya

B. RENCANA PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

B.1. Pencegahan kerusakan ekosistem gambut

B.2. Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut

B.3. Pemulihan kerusakan ekosistem gambut

C. RENCANA PEMELIHARAAN EKOSISTEM GAMBUT

C.1. Pencadangan ekosistem gambut

C.2. Pelestarian fungsi ekosistem gambut

D. RENCANA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

D.1. Mitigasi perubahan iklim dari ekosistem gambut

D.2. Adaptasi perubahan iklim dari ekosistem gambut

D.3. Adaptasi pembangunan wilayah sekitar ekosistem gambut 



Rencana PPEG

Poisisi, Kedudukan, 
Relevansi terhadap 

Perencanaan Lainnya
Kondisi, Potensi, Isu 

Strategis dan 
Permasalahan 

http://pkgppkl.menlhk.go.id/Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan

ISI DOKUMEN RPPEG



PENGAWASAN
PP71 Tahun 2014 (Ps.36)

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pengawasan atas:

 a.  Ketentuan mengenai pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan;

 b.  Persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

2. Menteri Menteri, gubernur, atau bupati/wali dapat mendelegsikan 
kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali 
kota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan 
pejabat fungsional.



KETENTUAN PERALIHAN
PP71 Tahun 2014 (Ps.45)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 

a. izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada 
fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan 
Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai 
jangka waktu izin berakhir. 

b. kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah 
mendapat izin usaha dan/atau kegiatan dan belum ada kegiatan di lokasi, izin 
usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi 
hidrologis Gambut. 

c. dalam hal pemegang izin usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan 
kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada 
huruf b selama 2 (dua) tahun, izin usaha dan/atau kegiatan dicabut oleh 
pemberi izin. 



TERIMA KASIH
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